
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABAlcoNG
NOMOR 7£ TAHUFT  2023

TENTENG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPHTI TABALONG NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAI+ TAHUN ANGCIARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG ,

Menimbang      :   a.     bahwa  dalam   rangka  mengakomodir   penambahan   Dana
Insentif Fiskal  Dasrah,  Kemisfanan  Ekstrim  dan  Stunting
pada    Dinas    Perindustrian    dan    Perdagangan;     Dinas
Ketahanan   Pangan,   Perikanan,   Tanaman   Pangan   dan
Holtikultura;     Dinas     Sosial;     Dinas     Perkebunan     dan
Petemakan; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangari dan
As'et   Daerah;   penamhahan   dana   DAK  Ncm   Fisik  untuk
Tambahan  Penghasilan  (TAMSIL)  dan  Tunjangan  Khusus
Guru {TKG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; usulan
pergeseran antar rincian obyck belanja yang sama terhadap
kekurangan  penganggaran  gaji  dan  tunjangan  ASN  pada
Dinas   Kependurfukan   dan   Pencatatan   Sipil,   RSUD   H.
Badaruddin  Kasim,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa;   serta  usulan  pergeseran  autar  sub  rincian  obyek
belanja dalam rincian obyek belanja yang sama pada Badan
Kepegawalan dan Pengembangan  SDM Kabupaten Tabalong
Tahun  Anggaran  2023,  in_aha  periu  dilakukan  perge§eran
Anggaran dan   Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2023;

b.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagainana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubanan Alas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun
2023 tentang   Penjabarari Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat         :    1.      Pasal  18  ayat  (6}  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tinun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 27 Tahun  1959  tentang Penetapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun   1953   tentang
Perpanjangan Pembeutukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai    Undang-Undang    pembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   1959   Nomor  72,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  1820), sebagaimana telah
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diubah   beberapa   kali,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor 8 Tahun  1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11
Tabalong   Dengan   Mengubah   Undang-Undang   Nomor   27
Tahun   1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang  Darurat
Nomor 3 Tahun  1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
11   Di   Kalimantan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1965    Nomor    51,   Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3.      Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4286),  sebagainana  telah  diubah  dengan  Undang-
tJndang Nomor 2 fahun 2020 tentang -Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem
Keuangan Untulc Penanganan Pandemi Coro7ta VIrLts Diseczse
2019   (COVID-19)   dan/atau   dalam   Rangka   Menghadapi
Afleaffian    yafi8    Meffibahayakan    Pef€hfofi6ffiian    Nasi®fial
dan/atau   StabiHtas   Sistem   Keuangan   Menjadi   Undang-
Undang  (I,embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4.      Undafig-Undang      Noffiof-       1       Thfi-ufi       2004       tentang
Perbendaharaan     Negara     (I,embaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi  Co7io7ifl  Vi.rws  Disecise  2019  (COVID-19)  dan/atau
dalam  Rangka  Menchadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian     Nasional     dan/atau     Stabilitas     Sistem
Keuangan    Menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2020   Nomor   134,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

5.      Undang-Undang  NQmQr   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6,        Un_a_a±±€-Ur±d_a±±g       NQm.Qr        1-2        TchLULee        2Q±1`        teEta_n_g
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5234),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
derlgan Undang-Undarig 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan   Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Nomor
6801);
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7.      Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   I,embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8.      Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
lnd®fiesia  Nom®r  5601),  §ebagalmaan  telah  diubah  deflgan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone`sia Nomor
6856);

9.      Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  {Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahari  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757);

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   109   Tahun   2000   tentang
Kedudukan  Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

±±=     Pera_tt]_ran.    Pen_erir±_ted    NQee_Qr    ja3    Tcht±_r±    2QQ5    ten_taLn_g
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    48,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4502)    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  tentang Perubahan Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    171,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5340);

12.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan   Daerah   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor   138,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56
Tahun  2005  tentang  Sistem  lnformasi  Keuangan  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
110, Tambahan Ijembarari Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
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13.    Peraturan    Pemerintah    Nomor   8   Tahun    2006    tentang
Pelaporan    Keuangan   dan    Kinelja   lnstansi   Pemerintah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor
25, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

14.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2007   tentang
Pengelolaan     Uang     Negara/Daerah     (I,embaran     Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   83,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

15.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar    Akuntansi     Pemerintahan     {Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan
Lembarfafi Negara Republik Ifid®fiesia N®m©r 5165)t;

16.    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah
Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2012
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);

17.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   92,   Tambahan
Lembaran     Negara    Republik    Indonesia    Nomor     5533)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  tentang Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang   Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  NomQr   142,  Tambahan  Lfmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

18.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2017   tentang
Hak  Keuangan  dan  Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota
Dewa±±_     P€rwa.!E±!a±±_     R_algraLE     Da_Qrah±     {E€eebara`r±     N€gara_
kepubiik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  106),  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18  Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Pervakilan  Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan   I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6847);

19.   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha  Milik  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  In-donesia
Tahun   2017   Nomor   305,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan  Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

21.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,  Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
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22.    Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019   tentang
Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

23.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   63   Tahun   2019   tentang
Investasi  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor   166,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385) ;

24.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum      Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor   120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   FToduk   Hukum      Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Noffior  90  Tahufi  2019
tentang Klasifikasi,  Kodefikasi, dan Nomenklatur Percanaan
PembangLman    dan    Keuangan    Daerah    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Tekrris   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2022
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2023   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

28.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  05  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Tabalong
Nomor  02),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021  tentang
Peru_baha±:I   Atas   Peratu.ran   Daerah   Kabupaten   TabalQng
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  (Irembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

29.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor   10  Tahun
2022   tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran
Daerah   Kabupaten   Tabalong   Tahun    2022    Nomor    10,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor
07);

30.    Per=atur.an  Daerah  Kabupaten  Tabalofig  Nomor   11   Tahun
2022  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun    Anggaran    2023    (Irembaran    Daerah    Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
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31.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Nomor  04  Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);

32.   Peraturan  Bupati Tabalong Nomor  56 Tahun  2022  tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun Anggaran  2023  (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 57), sebagainana telah diubah beberapa
kali,  terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08
Tahun   2023   tentang   Perubahan   Kedua  Atas   Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023   (Berita   Daerah   Kabupaten   Tabalong   Tahun   2023
Nomor 08);

33.   Peraturan  Bupati Tabalong Nomor  58  Tahun  2023  tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2023  (Berita  Daerah  Kabupaten
Tabal®ng Tahun 2023 N©mof 59);

MEMUTUSEN:

Menetapkan      :   PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS  PERATURAN
BUPATI    TABALONG     NOMOR     58    TAHUN     2023     TENTANG
PENJABARAN    PERUBAIIAN    ANGGARAN    PENDAPATAN    DAN
BELANJA DAERAII TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Bebefapa  ke€efifuafi  dalam  Pefa€ufafi  B-upati  Tabal®Hg  N®fflof  58  Tahufl  2023
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59), diubah
sebagai berikut:

1.      Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi a-ebagal b-erikut:

Pasal 3

Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
1.     Pendapatafi Daerafi semula:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Safe

Jumlah Pendapatan

Pendapatan Daerah Bertambah
a.  Pefiaapatafi Asli Daef-afa
b. Pendapatan Transfer
c.  Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah
JumLah Pendapatan

Rp     221.366.950.012,00

Rp  1.945.112.180.718,00

RD                                     0,00

Rp 2.166.479.130.730,00

RP     221.366.950.012,00

Rp  1.966.752.605.566,00

Rp 2.188.119.555.5F8,©0
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2.     Belanja semula
a.  Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c.  Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer

Jumlah Belanj a

Surplus/{Defi§it)
Belanj a Bertambah
a.  Belanja Operasi
b. Belanja Modal
e.  Belaflja Tidel± Terduga
d. Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Suf~plus/{Defisit)

3.     Pembiayaan semula
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pe-flgeluaran Peffibiayaafi Daer=ah

Pembiayaan Bertambah
a.  Penerimaan Pembiayaan Daerah
b.  Pe-flgeluaran Peffibiayaafi Dae-rah

Jumlah Pembiayaan Netto
SILPA Tahun Berkenaan
Total APBD

Rp 1.527.874.079.935,00

Rp     805.495.041.199,00

Rp        11.549.806.278,00

Rp   274.302.537.000.00
Rp 2.619.221.464.412,00

(Rp    452.742.333.682,00)

Rp  1.540.881.997.783,00

Rp     814.127.548.199,00

Rid        1 1.549.806.278,OO

Rp     274.302.537.000.00

Rp 2.640.861.889.260,00

(RP  452.742.333.682,00)

Rp     495.378.796.681,00

Rp       42.636.463.000,00

Rp    495.378.796.681,00

Rp      42.636.463.000,00

Rp     452.742.333.681,00

Rp      (O,QQ)

Rp 2.683.498.352.260,00

2.     Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
tercantum  dalam  Lampiran  I  sampal  dengan  Lampirari V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.     Lampir`afi I         :   Ringhasan   Pefusahafi   Pe-fijabaram   PeFufaahafl   APBD
yang   diklasifikan   menurut   Kelompok,   Jenis,   Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
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2.     Lampiranll       :   Perubahan   Penjabaran   Perubahan   APBD    menurut
Urusan    Pemerintah   Daerah,    Organisasi,    Program,
Kegiatan,    Sub   Kegiatan,    Kelompok,   Jenis,    Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

3.     Lampiranlll     :   Daftar  Nana  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran
Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD
pemberi Hibah;

4.     Lampiranlv     :   Daftar  Nana  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran
Alokasi  Bantuan  Sosial  berupa  Uang  yang  diterima
serta SRTD Pemberi Bantuan Sosial;

5.     Lalnpiranv      :   Dafter  Nana  Calon  Penerima,  Alamat  dan  Besaran
Alokasi   Bantuan   Keuangan   bersifat   Umum   yang
diterima serta SKPD pemberi Bantuan Keuangan;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tafiggal diundan9kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditefapkan di Tanjung
pada tanggal   3`.-J   i`i.3v.3, i:j`j.~p   2i,/25

BUPATI TABALONG,

TTD,

ANANG SYAKI+FIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal     33   .i,3,.i -j`.,'':> ,:!i`.'f,    ,::`'v:ra3

SEKRETARIS DAERAII RABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAII KABUPATEN TABAI,ONG TAHUN 2023 NOMOR   `J;7jT.


